
SOSIALISASI 
Prepopulated Pajak Masukan 
dan SPT Masa PPN 
pada Aplikasi e-Faktur



TUJUAN

Membantu Wajib Pajak mengisi SPT 
Masa PPN secara lengkap, benar dan 
jelas, khususnya pada form 1111 B1 
untuk nomor PIB sehingga tidak 
terjadi kesalahan input yang dapat 
merugikan hak Wajib Pajak.

Membantu Wajib Pajak mengisi SPT 
Masa PPN secara lengkap, benar dan 
jelas, khususnya pada form 1111 B2 
untuk Pajak Masukan.

Pembuatan Faktur Pajak dan 
P e l a p o r a n S P T M a s a P P N 
terhubung.



SINERGI ANTARA DJP DAN DJBC

Validasi atas PIB yang dilaporkan oleh PKP dalam SPT Masa PPN 
merupakan PIB yang telah tercatat di sistem DJBC.



JENIS-JENIS DOKUMEN TERTENTU

• PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa 
nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP, 
SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh DJBC yang 
mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, 
alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang 
tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor BKP. 

• PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa 
nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP dan 
surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean, surat 
penetapan pabean, atau surat penetapan kembali tarif 
dan/atau nilai pabean yang mencantumkan identitas 
pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PIB 
tersebut, untuk impor BKP dalam hal terdapat penetapan 
kekurangan nilai PPN Impor oleh DJBC.      



PIB yang merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, meliputi:

1. PIB; 
2. PIBK; 
3. Pemberitahuan atas Barang Pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (Custom Declaration); 
4. PIB untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat; 
5. Pemberitahuan Penyelesaian Barang asal Impor yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE); 
6. PIB dari Tempat Penimbunan Berikat; 
7. Surat penetapan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak atas barang kiriman; dan 
8. PIB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

PPN yang tercantum dalam dokumen terkait PIB merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepanjang:

1. Mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN); dan 
2. Telah terdapat dalam Sistem Komputer Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah 

dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.



APA YANG DIVALIDASI?

•Nomor Dokumen (PIB/SSP) 

•Tanggal NPTN 

•Nilai Transaksi 

•SSP : Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran



KLASIFIKASI VALIDASI DOKUMEN

DOKUMEN PIB dan LAINNYA

SSP

• PIB 
• SPPBMCP (Barang Kiriman) 
• BC 2.8 (PLB) 
• Voluntary Declaration 
• SPTNP (NOTUL) 
• SPKTNP (AUDIT)

• Pengeluaran BKP dari FTZ 
• SSP JLN



Format PIB dan SSP pada e-Faktur

Pengisian 
Kolom Nomor 
pada  
Formulir 1111 B1

Diisi dengan Nomor yang tercantum dalam dokumen tertentu 
yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. 

Untuk PIB, kolom ini diisi dengan Nomor yang tercantum dalam 
PIB ditambah dengan tanda tagar (#) diikuti dengan Nomor 
Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 
tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.  

Untuk SSP, kolom ini diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan 
Negara (NTPN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara 
Pembayaran Dan Penyetoran Pajak. 

Contoh:  Nomor dokumen PIB 000100 
dengan NTPN 0802060711110610 maka 
pada nomor dokumen tertentu diisi 
000100#0802060711110610 

Contoh: NTPN 0802060711110609 maka 
pada nomor dokumen tertentu diisi 
0802060711110609 

Pengisian 
Kolom Tanggal 
pada  
Formulir 1111 B1

Diisi dengan tanggal yang tercantum dalam SSP, dengan 
format dd-mm-yyyy 

Untuk impor BKP, kolom ini diisi dengan tanggal SSP 
untuk pembayaran PPN atas impor BKP tersebut.  

Contoh: Tanggal SSP untuk pembayaran 
PPN atas impor BKP adalah 11 Juli 2019 
maka tanggal dokumen tertentu diisi 
11-07-2019. 





LATAR BELAKANG

Tindak Lanjut 

VALIDASI PIB 
pada SPT Masa PPN

Input 
Manual      NoPIB#NTPN

1 November 2019 
LTO dan Madya Jakarta

PERMASALAHAN:

Masih banyak ditemukan KESALAHAN PENGISIAN NTPN pada inputan aplikasi e-Faktur



LATAR BELAKANG

Tindak Lanjut 

VALIDASI PM 
pada SPT Masa PPN

Input 
Manual     

PERMASALAHAN:

• PKP diharuskan melakukan input secara manual 
• Semakin banyak beredar aplikasi QR Scanner e-Faktur yang tidak resmi dan berisiko bagi PKP 
• Koreksi salah pengkreditan karena lawan transaksi melakukan perubahan data Faktur



LATAR BELAKANG

Lapor SPT
Posting SPT: 
e-Faktur 

Lapor SPT: 
DJP Online 

PERMASALAHAN:

• Pelaporan masih dilakukan pada aplikasi tersendiri (DJP Online) 
• Untuk data Faktur dalam jumlah besar dan dalam 1 database, posting SPT membutuhkan waktu 

lama



e-Faktur 3.0



PREPOPULATED 
PM - PIB

PEREMAJAAN APLIKASI e-FAKTUR

No More Key in

Tidak ada lagi kesalahan input NTPN

Data PIB atas NPWP PKP tersedia by 
system DJP-DJBC

Masa Pajak pengkreditan tersedia untuk
dipilih sesuai ketentuan pengkreditan



PREPOPULATED 
PM - FP

PEREMAJAAN APLIKASI e-FAKTUR

Tidak perlu input manual

Tidak perlu aplikasi QR Code scanner
khusus

Data e-Faktur Pajak Masukan atas NPWP 
PKP tersedia by system

Masa Pajak pengkreditan tersedia untuk
dipilih sesuai ketentuan pengkreditan



PREPOPULATED 
SPT

PEREMAJAAN APLIKASI e-FAKTUR

Pelaporan secara
prepopulated melalui
e-Faktur Web Based

Seluruh data Faktur PK, PM, 
dokumen lain yang telah di-
upload, tersedia saat akan
melaporkan SPT Masa PPN



TIMELINE IMPLEMENTASI

02FEB19 15JUL19 01NOV19 01FEB20 10JUN20 01AGT20 01OKT20

e-FAKTUR 
2.2

e-FAKTUR 
3.0

VALIDASI PIB

Piloting terbatas
pada 4 PKP di 
KPP LTO2

VALIDASI PIB

Perluasan
piloting pada
SELURUH
PKP di KPP LTO2

VALIDASI PIB
Perluasan
piloting 
SELURUH
PKP di KPP LTO 
dan KPP Madya
Jakarta (9 KPP)

PREPOP

Piloting terbatas
pada
4 PKP di KPP 
LTO (4 KPP)

PREPOP
Perluasan
piloting pada
27 PKP di KPP 
LTO dan KPP 
Madya Jakarta 
(9 KPP)

PREPOP
Perluasan piloting pada
SELURUH PKP di KPP LTO, 
KPP Madya Jakarta, dan 19
PKP di KPP Madya dan
Pratama luar Jakarta (27 
KPP, 4617 PKP)

PREPOP

IMPLEMENTASI 
NASIONAL

(352 KPP, 678.886 
PKP)

01SEP20

PREPOP
Perluasan piloting 
masing-masing 5 PKP di 
KPP Khusus, KPP Madya
di luar Jakarta, dan KPP 
Pratama

(159 KPP, 5445 PKP)



TIMELINE IMPLEMENTASI

01SEP
2020

KPP LTO

990 
PKP

KPP Madya
Jakarta

3608 
PKP

KPP Madya
Luar Jakarta

58
PKP

KPP Pratama

773
PKP5445 PKP

KPP 
Khusus

16 
PKP

PREPOPULATED PM DAN SPT MASA PPN 
PADA e-FAKTUR



Terima Kasih



PIB



SPPBMCP



BC.28



SPTNP



SPKTNP


